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ABSTRAK
Implementasi Kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tri Haryanto, Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si, Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A
tri.haryanto@kemenkopmk.go.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bertujuan
untuk meningkatkan literasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun
peningkatan literasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak diikuti dengan
peningkatan kesejahteraaan masyarakat. Untuk menganalisis faktor determinan
penyebab adanya gap literasi yang tinggi namun tingkat kesejahteraan masyarakat
rendah, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dengan memodifikasi
model Van Meter dan Van Horn dengan menambahkan variabel pemanfaatan
teknologi dan partisipasi masyarakat dalam kerangka metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman
DIY. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ada beberapa variabel yang
mempengaruhi implementasi TPBIS di kedua kabupaten tersebut antara lain standar
dan sasaran kebijakan, sumber daya organisasi, komunikasi antarorganisasi dan
pengukuran aktivitas, karakteristik birokrasi pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan
politik, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, sikap pelaksana dan kinerja
kebijakan. Agar implementasi TPBIS sesuai arah dan tujuan kebijakan maka
strategi yang dapat digunakan antara lain peningkatan komitmen pimpinan,
penyusunan regulasi, pembentukan tim koordinasi, pelaksanaan Rencana Aksi
Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta evaluasi dan monitoring
secara berkala.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Literasi, Transformasi, Inklusi Sosial,
Perpustakaan, TPBIS.
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ABSTRACT
Implementation of Social Inclusion Based Library Transformation Policies
in The Special Region of Yogyakarta
Tri Haryanto, Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si, Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A
tri.haryanto@kemenkopmk.go.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

The Social Inclusion-Based Library Transformation (TPBIS) program aims to
increase literacy in realizing community welfare, but increasing literacy in The
Special Region of Yogyakarta (DIY) is not followed by an increase in community
welfare. To analyse the determinant factors that cause high levels of literacy but
low levels of community welfare, the researcher used a policy implementation
model with the Van Meter and Van Horn model by adding the variables of
technology use and community participation within the framework of qualitative
research method with a case study approach in Kulon Progo regency and Sleman
regency, DIY. As for the research results obtained, there are several variable that
influence the implementation of TPBIS in the two districts above, including policy
standards and targets, organizational resources, inter-organizational community
and activity measurement, characteristics of the implementating bureaucracy,
socio-economic and political conditions, use of technology and community
participation, attitude of implementers and policy performance. So that the
implementation of TPBIS is in line with policy direction and objectives, strategies
that can be used include increasing leadership commitment, drafting regulations,
forming a coordination team, implementation National Action Plan (RAN) and
Regional Action Plan (RAD) as well as regular evaluation and monitoring.

Key words: Policy implementation, Literacy, Transformation, Social Inclusion,
Library, TPBIS.
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Kisah sukses Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffet, Jeff Besos, Bill
Gates, Mark Cuban, dan Oprah Winfrey diawali dari kegemaran membaca.
Zuckerberg Chief Executive Officer (CEO) Facebook membiasakan membaca satu
buku dalam dua minggu untuk memperoleh informasi terkait teknologi,
kebudayaan, sejarah, hingga kepercayaan. Warren Buffett meluangkan waktu
membaca lima koran berbeda dan memeriksa 500 halaman dokumen finansial
selama 5-6 jam sehari. Elon Musk menghabiskan waktu sekitar 10 jam sehari untuk
membaca novel bergenre science-fiction, bahkan pengetahuan yang luas tentang
roket diperoleh dari membaca buku (Gramedia, 2018).

Literasi termasuk dalam bagian Deklarasi Hak Asasi Manusia (1946). Oleh
sebab itu, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) menempatkan literasi sebagai misi utamanya. Hal ini diperkuat
UNESCO melalui Deklarasi Persepolis 1975 serta Deklarasi Pendidikan Untuk
Semua atau EFA 1990 (UNESCO, 1990). Deklarasi Hamburg tentang
Pembelajaran Orang Dewasa dikeluarkan UNESCO pada Tahun 1997. Resolusi
nomor 11 deklarasi tersebut menyatakan bahwa “literasi, secara luas mengandung
pengetahuan dan kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang dalam dunia
yang cepat berubah, merupakan hak manusia yang fundamental” (UNESCO, 1997).

Masyarakat yang memiliki tingkat literasi tinggi merupakan modal
menghadapi berbagai tantangan pada era digital. Otomatisasi yang berdampak pada
hilangnya beberapa pekerjaan, serta munculnya berbagai pekerjaan baru
mendorong pemerintah untuk mempercepat adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi
oleh masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan budaya literasi pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, inovasi, dan kreativitas masyarakat agar masyarakat
lebih berdaya (Narasi RPJIMN 2020-2024)



Walaupun literasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pengetahuan
masyarakat, namun berbagai indikator literasi global menempatkan Indonesia pada
posisi yang relatif rendah. Beberapa indikator literasi global yang sering digunakan
untuk mengukur tingkat literasi adalah Progress in International Reading Literacy
Studies (PIRLS), Programme for International Student Assessment (PISA) dan The
Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). PIRLS
diadakan sejak tahun 2001. Pengukuran PIRLS dilaksanakan oleh Badan Pusat
Statistik Pendidikan (NCES) Amerika Serikat setiap lima tahun sekali. PIRLS
menguji kemampuan membaca siswa SD kelas 4 dan kuesioner tentang sikap siswa
terhadap membaca dan kebiasaan membaca. Kuesioner juga diberikan kepada para
tenaga pendidik dan kepala sekolah untuk memperoleh informasi terkait
pengalaman siswa dalam mengembangan literasi membaca di sekolah. Indonesia
hanya sekali mengikuti PIRLS pada tahun 2011, dimana posisi Indonesia pada
peringkat 42 dari 45 negara.

PISA merupakan program Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) setiap 3 tahun untuk mengukur kemampuan pelajar yang
berusia 15 tahun dalam menggunakan pengetahuan dan kemampuan membaca,
matematika dan sains untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata. Kemampuan
membaca, sains, dan matematika siswa Indonesia lebih rendah dari rata-rata OECD
pada PISA Tahun 2018. Jumlah siswa yang mampu mengidentifikasi gagasan
utama, menemukan informasi ekplisit, serta dapat merefleksikan tujuan dalam teks
dengan panjang sedang baru mencapai 30% sedangkan rata-rata OECD adalah
77%. Posisi Indonesia dalam kemampuan membaca siswa berada pada peringkat
ke-70 dari 78 negara. Kemampuan membaca Indonesia pada PISA 2018 lebih
rendah dari Singapura, Malaysia, Brunei Darusalam, dan Thailand seperti terlihat
pada Tabel 1. Kecakapan literasi, numerasi dan pemecahan masalah warga dewasa
berdasarkan hasil asesmen PIAAC Tahun 2016, menyebutkan bahwa warga

dewasa Indonesia juga menduduki peringkat terbawah dari 35 negara.



Tabel 1 Kemampuan Membaca Negara ASEAN pada PISA 2018

No Negara Skor Peringkat
1. | Singapura 551 2
2. | Malaysia 438 48
3. | Brunei Darussalam 431 50
4. | Thailand 426 55
5. | Indonesia 396 70
6. | Filipina 357 77

Sumber: OECD, 2019.

Selain indikator literasi global, tiga indikator literasi nasional: tingkat kegemaran
membaca, nilai budaya literasi, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
(IPLM) relatif masih rendah. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Tahun 2022
baru mencapai 63,90, sedangkan target tahun 2024 sebesar 71 (Perpusnas RI,
2023). TGM meliputi 5 indikator, yaitu: jumlah kegiatan membaca setiap minggu,
waktu yang diperlukan untuk membaca setiap hari, jumlah buku yang dibaca setiap
3 bulan, jJumlah penggunaan internet dan lama waktu aktivitas akses internet setiap
hari. Tingkat kegemaran membaca Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
menempati peringkat pertama dengan nilai 72,29 sedangkan Provinsi Papua Barat
menempati peringkat terakhir sebesar 54,81.

Nilai budaya literasi Indonesia tahun 2022 baru mencapai 57,40
(Kemendikbudristek, 2023). Dibandingkan dengan target Tahun 2024, sebesar
71,04, masih terdapat selisih sebesar 13,64 poin. Nilai budaya literasi Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 memperoleh predikat terbaik dengan
nilai 80,34, sedangkan posisi terendah ditempati Provinsi Papua dengan nilai
36,03. Hal ini menunjukan adanya disparitas antarwilayah yang cukup mencolok.
Berdasarkan data Perpusnas, IPLM Tahun 2022 baru mencapai 64,48 (kategori
sedang). Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai IPLM tertinggi (83,63),
sedangkan IPLM terendah adalah Provinsi papua (20,02). Setidaknya terdapat 3
(tiga) indikator yang menunjukkan nilai IPLM yang masih sedang, yaitu:



1.

Infrastruktur dan Akses Literasi

Terkait akses, pada Tahun 2022 baru terdapat 25.960 Perpustakaan
Desa/Kelurahan dan 5.327 Perpustakaan Khusus atau Taman Bacaan
Masyarakat (TBM). Dibandingkan dengan jumlah desa yang berjumlah 84.096
desa/kelurahan (Potensi Desa Tahun 2021, BPS) keberadaan perpustakaan atau
TBM di desa baru mencapai 37,20%. Selain jumlah perpustakaan yang belum
mencukupi, terdapat ketimpangan jumlah perpustakaan antarwilayah. Provinsi
dengan jumlah perpustakaan terbanyak didominasi Pulau Jawa, yaitu Jawa
Tengah (26.124), Jawa Barat (23.158) dan Jawa Timur (20.080). Sebanyak
85.220 perpustakaan (45,49%) dari 185.412 perpustakaan pada Tahun 2022,
terletak di Pulau Jawa (Perpusnas RI, 2023).

Perpustakaan Sekolah merupakan jenis perpustakaan terbanyak (80,63%),
seperti terlihat pada Gambar 1. Perpustakaan Sekolah meliputi Perpustakaan
SD/MI sebanyak 100.655, Perpustakaan SMP/MTS sebanyak 29.720, dan
Perpustakaan SMA/SMK/MA sebanyak 19.552. Selain Perpustakaan
Desa/Kelurahan, perpustakaan umum meliputi Perpustakaan Umum: Provinsi
sebanyak 34, Kabupaten/Kota sebanyak 514, dan Kecamatan sebanyak 1.353
(Perpusnas, 2023).
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Gambar 1 Jumlah Perpustakaan di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Perpusnas RI, 2023.



Pada Tahun 2022 baru 78.897 perpustakaan (42,55%) yang telah dibina sesuai
Standar Nasional Perpustakaan (SNP), yaitu: 77.290 perpustakaan sekolah,
7.676 perpustakaan umum, 1.621 perpustakaan khusus, dan 1.547
perpustakaan perguruan tinggi (Perpusnas, 2021). Selain belum mencukupi
dan belum meratanya infrastruktur perpustakaan, keterbatasan akses internet
pada beberapa wilayah terutama daerah 3T merupakan kendala tersendiri
dalam memanfaatkan konten literasi dalam bentuk digital. Masih terdapat
5.158 desa/kelurahan tidak memiliki sinyal telepon dan 8.203 desa/kelurahan
tidak memiliki akses internet. Kekuatan sinyal telepon seluler dan sinyal

telepon internet di Desa/Kelurahan terlihat pada Gambar 2.
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Gambar 2 Kekuatan Sinyal Telepon Seluler dan Sinyal
Internet di Desa/Kelurahan

Sumber: Kemenkominfo, 2023.

Penyediaan Konten Literasi

Jumlah koleksi perpustakaan pada Tahun 2022 mencapai 26.761.152 (Kajian
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Perpusnas, 2023). Berdasarkan
standar The International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA)/UNESCO, setiap orang membutuhkan 2 (dua) koleksi bacaan.
Sehingga untuk 270,2 juta jiwa penduduk (Hasil Sensus Penduduk 2020),



maka dibutuhkan 540,40 juta koleksi perpustakaan. Dengan demikian rasio
ketercukupan koleksi perpustakaan umum di Indonesia adalah sebesar 0,0495
atau kurang mencukupi (Perpusnas, 2023). Koleksi perpustakaan umum
meliputi kategori IImu Pengetahuan Sosial (18,2%), Teknologi (15%), Agama
(13,3%), Geografi dan Sejarah (12,7%), Sains (8,4%), Bahasa (8,3%),
Kesenian (8,3%), Sastra (6,8%), Komputer, Informasi, dan karya Umum
(5,1%), serta Filsafat dan Psikologi (3,9%). Koleksi perpustakaan yang paling
banyak dipinjam adalah llmu Pengetahuan Sosial, Teknologi, Agama, dan
Sains (Perpusnas, 2023). Selain penyediaan koleksi cetak, perpustakaan umum
juga menyiapkan koleksi digital yang lebih digemari kalangan muda.
Berdasarkan data Perpusnas Tahun 2023, sebanyak 70,6% perpustakaan umum
memiliki koleksi digital. Untuk mendukung akses koleksi digital tersebut,
82,4% perpustakaan umum daerah telah dilengkapi dengan akses internet.

Untuk menyebarluaskan pemanfaatan akses layanan perpustakaan umum,
telah dilakukan sosialisasi budaya literasi di tengah masyarakat melalui sosial
media. Tercatat sebanyak 76,50% perpustakaan umum memiliki akun
Youtube; 85,30% memiliki akun Facebook; 85,30% memiliki akun Instagram;
44,10% menggunakan Whatsapp; dan 41,20% memiliki akun Twitter. Akun
Instagram, Facebook, dan Twitter merupakan media sosial yang banyak

dimanfaatkan masyarakat (Perpusnas, 2023).

. Sumber Daya Manusia (SDM) Literasi

Ketercukupan SDM literasi memiliki peran penting dalam mendampingi
pengembangan literasi masyarakat. Acuan yang digunakan untuk mengetahui
ketercukupan tenaga perpustakaan adalah standar yang dikeluarkan
IFLA/UNESCO. Menurut standar IFLA/UNESCO tahun 2006, rasio
ketercukupan tenaga perpustakaan umum adalah 1 dibanding 2.500. Ini berarti
setiap tenaga perpustakaan dapat melayani 2.500 penduduk. Tahun 2022, rasio
ketercukupan tenaga perpustakaan baru mencapai 1 dibanding 17.978. Artinya

setiap tenaga perpustakaan melayani 17.978 penduduk.



Rendahnya literasi berpengaruh pada rendahnya inovasi dan Kkreativitas
masyarakat (Suhardi et al, 2021). Menurut Agus & Heryani (2021), “inovasi
dan kreativitas merupakan proses dan produk kegiatan berpikir”. Literasi
merupakan kemempuan berbahasa yang dipadukan dengan kemampuan
berpikir yang menghasilkan pengetahuan (Kucer, 2014; Agus dan Heryani,
2021). Konteks literasi yang didefinisikan UNESCO pada Tahun 2005 adalah:

Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create,
communicate and compute, using printed and written materials associated
with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in
enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and
potential, and to participate fully in their community and wider society.

Berdasarkan definisi literasi di atas, literasi dirumuskan sebagai upaya
menginternalisasikan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan
berbagai media (teks tulis/lisan, audio-visual) pada berbagai konteks dengan
memperhatikan komunitas/masyarakat beserta nilai-nilai luhur di dalamnya

secara santun dan bijak untuk mencapai tujuan.

Rendahnya inovasi dan kreativitas yang merupakan dampak rendahnya literasi
terlihat dari peringkat Indonesia pada Global Innovation Indeks. Berdasarkan data
World Intellectual Property Organization (WIPO) Indonesia menduduki peringkat
ke-75 dari 132 negara dalam Global Innovation Indeks 2022. Posisi Indonesia pada
tujuh indikator dalam Global Innovation Indeks 2022 relatif rendah, yaitu: (i)
institutions peringkat ke-71; (ii) human capital and research peringkat ke-90; (iii)
infrastructure peringkat ke-68; (iv) market sophistication peringkat ke-36;
(v) business sophistication peringkat ke-92; (vi) knowledge and technology
output peringkat ke-78; serta (vii) creative output peringkat ke-72. Untuk
meningkatkan kemampuan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat
melalui peningkatan inovasi dan kreativitas, sejak Tahun 2018 Perpusnas
melaksanakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
(TPBIS). Melalui TPBIS, perpustakaan tidak saja menjadi ruang belajar
kontektual namun juga menjadi tempat berbagai pengalaman dan ruang berlatih

keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas hidup.



TPBIS memiliki beberapa tujuan, antara lain meningkatnya kualitas hidup
serta masyarakat yang lebih sejahtera. Walaupun memiliki indikator budaya
literasi tinggi, namun angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa.

Tabel 2 Indikator Literasi dan Angka Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa

No. Provinsi E:lg'r;?gggg ;gzl\z/l IZPOLZZ/I Kegrilgli(i?lan
2023
1. | DKl Jakarta 77,35 68,71 80,87 4,44
2. | Jawa Barat 64,82 70,10 72,73 7,62
3. | Jawa Tengah 59,90 70,96 74,36 10,77
4. | DI Yogyakarta 79,01 72,29 83,63 11,04
5. | Jawa Timur 60,19 68,54 74,73 10,35
6. | Banten 61,30 65,70 71,03 6,17
Indonesia 61,63 63,90 64,48 9,36

Sumber: BPS, 2023; Perpustakaan Nasional, 2023.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa walaupun memiliki indikator literasi
relatif tinggi, namun kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Y ogyakarta masih
rendah. Hal ini merupakan indikator belum berhasilnya implementasi kebijakan
TPBIS di Daerah Yogyakarta yang antara lain ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan perpustakaan umum dibandingkan jumlah penduduk di Daerah
Istimewa Yogyakarta baru mencapai 13 perpustakaan umum per 100.000 penduduk
(Perpusnas, 2023). Jumlah perpustakaan umum per 100.000 penduduk DIY ini
lebih rendah dibanding 12 Provinsi lainnya, yaitu: Bengkulu (37), Jambi (34),
Sulawesi Selatan (28), Sulawesi Tengah (26), Kalimantan Selatan (24), Nusa
Tenggara Timur (19), Sulawesi Selatan (18), Sumatera Barat (16), Sumatera Utara

(16), Kepulauan Bangka Belitung (15), Kalimantan Tengah (15), dan Nusa



Tenggara Barat (14). Berdasarkan data Pertusnas (2023), rasio ketercukupan
koleksi perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih rendah (0,0431).
Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan DIY tersebut, lebih rendah dibandingkan
21 provinsi lainnya, yaitu: Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Bali, Sulawesi
Tenggara, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan,
Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo,
Kalimantan Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Banten, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara (Perpusnas, 2023).

Rasio ketercukupan tenaga perpustakan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga
relatif masih rendah 1 dibanding 11.562 penduduk (Perpusnas 2023). Angka
tersebut masih jauh dari rasio ideal berdasarkan standar IFLA (1 dibanding 2.500
penduduk). Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan juga
masih rendah dengan jumlah 50.251 atau baru mencapai 1,37% penduduk
(Perpusnas, 2023). Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Daerah Istimewa
Yogyakarta, juga belum ideal dengan persentase jumlah kunjungan perhari dibagi
jumlah penduduk baru mencapai 1,87% sedangkan standar IFLA adalah 2%
(Perpusnas, 2023).

Belum berhasilnya implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa
Yogyakarta dan beberapa indikator ketercukupan sarana dan prasarana literasi di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih rendah menjadi dasar peneliti untuk
melakukan penelitian terkait Implementasi TPBIS di Daerah Istimewa Y ogyakarta.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan kabupaten dengan
angka kemiskinan tertinggi (16,39 tahun 2022) dan Kabupaten Sleman yang
merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan terendah (7,74 tahun 2022).
Implementasi kebijakan merupakan tahapan kelima setelah identifikasi masalah,
agenda setting, formulasi kebijakan, dan legitimasi kebijakan (Dye dalam Tazkia &
Cadith, 2022). Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh Dunn, 2004, yang
mengemukakan siklus kebijakan dimana implementasi kebijakan merupakan

tahapan keempat setelah adopsi kebijakan.



Berbagai teori tentang implementasi kebijakan muncul untuk menganalisis
bagaimana kebijakan dilaksanakan. Beberapa teori implementasi kebijakan, antara
lain: (i) Van Meter & Van Horn (1975) yang mengemukakan enam variabel yang
memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan; (ii) Edward Il dalam
Implementing Public Policy 1980, yang mengemukakan empat variabel yang
memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan; (iii) Grindle, 1980 yang
mengemukakan konten dan konteks kebijakan; serta (iv) Mazmanian dan Sabatier
(1983), yang mengemukakan bahwa tahapan (variabel dependen) dalam
implementasi kebijakan mulai dari output kebijakan dari lembaga pelaksana,
ketaatan atau kepatuhan pada output kebijakan dan kelompok sasaran, dampak
nyata dari output kebijakan, dampak yang dirasakan, dan revisi terhadap peraturan
perundang-undangan. Variabel dependen tersebut dipengaruhi oleh karakteristik
masalah (empat variabel), karakteristik kebijakan atau undang-undang (tujuh
variabel), dan variabel di luar kebijakan (enam variabel). Teori implementasi
kebijakan perlu disesuaikan dengan teori baru terkait dengan implementasi

kebijakan peningkatan literasi agar relevan dengan kondisi saat ini.

B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan penjabaran latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah
dalam penelitian ini meliputi:

1. Tingkat literasi yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta belum diikuti
dengan peningkatan kesejahteraan dimana angka kemiskinan Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa;

2. Ketersediaan perpustakaan umum dibandingkan jumlah penduduk di Daerah
Istimewa Yogyakarta masih rendah;

3. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta
masih rendah;

4. Kurangnya SDM bidang perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan di Daerah
Istimewa Yogyakarta masih rendah;
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Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum

ideal.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti merumuskan permasalahan yang

diangkat di dalam penelitian ini adalah:

1.

Apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa
Yogyakarta belum optimal?

Bagaimana strategi yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan
TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menetapkan tujuan penelitian, yaitu

untuk mengetahui dan menganalisis:

1.

Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan TPBIS di Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Strategi implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat dua manfaat yang diharapkan yaitu:
Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk memperkaya
teori ilmu admistrasi publik terutama terkait implementasi kebijakan. Hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya
yang akan meneliti isu bidang literasi dan isu terkait lainnya.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan strategi implementasi kebijakan
TPBIS yang dapat diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian
ini, antara lain:
1. Faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan transformasi
perpustakaan berbasis inklusi di Daerah Istimewa Y ogyakarta meliputi:

a. Standar dan sasaran kebijakan: pelaksanaan implementasi kebijakan
TPBIS oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo
dan Kabupaten Sleman masih mengacu pada SOP dari Perpusnas melalui
Peraturan Perpusnas Nomor 3/2023 tentang TPBIS. Belum adanya
Peraturan Daerah tentang TPBIS mengakibatkan belum adanya standar
dan sasaran kebijakan level daerah sebagai pedoman pelaksanaan TPBIS
yang dapat mensinergikan peran lintas pemangku kepentingan di daerah.

b. Sumber daya organisasi: Terbatasnya anggaran dan belum mencukupinya
SDM perpustakaan merupakan kendala implementasi kebijakan TPBIS.
Minimnya alokasi anggaran mengakibatkan minimnya replikasi program
TPBIS, serta pemenuhan sarana dan prasarana perpustakaan. Kurangnya
SDM perpustakaan mengakibatkan tidak ada spesifikasi kerja serta
berpengaruh pada pelaksanaan TPBIS.

c. Komunikasi antarorganisasi dan pengukuran aktivitas: Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo telah memiliki tim
sinergi dari gabungan dinas OPD yang ada dimana masing-masing kepala
dinas menjadi tim sinergi program TPBIS. Hal senada juga dilakukan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Namun rutinitas
komunikasi masih kurang dan belum fokus pada pembahasan

keberlanjutan program TPBIS.
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Karakteristik birokrasi pelaksana: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota telah
memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam implementasi TPBIS.
Namun pada tataran staf pelaksanan, belum memiliki spesifikasi pekerjaan
yang diakibatkan kurangnya SDM perpustakaan. Perubahan orientasi
pimpinan menjadi kendala tersendiri dalam implementasi TPBIS.
Perpustakaan sebagai urusan wajib daerah namun bukan prioritas
menyebabkan dukungan alokasi anggaran daerah pada Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan relative kecil.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik: karakteritsik masyarakat desa yang
menjadi peserta program TPBIS di Kabupaten Kulon Progo dan
Kabupaten Sleman berstatus petani, peternak, perikanan dan UMKM dan
status pendidikan rata-rata setara SLTA. Pendidikan yang relatif masih
rendah menjadi kendala tersendiri dalam implementasi TPBIS.
Pemanfaatan teknologi: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah
menyediakan fasilitas wifi, komputer, konten digital, serta pendampingan
kepada masyarakat guna memanfaatkan aplikasi meet zoom dan
penggunaan platform e-commerce.

Partisipasi masyarakat: Sudah ada masyarakat yang ikut berpartisipasi
dalam meningkatkan layanan perpustakaan, namun sebagian besar
masyarakat masih berperan sebagai peserta pelatihan TPBIS.

. Sikap pelaksana: Masih terdapat sikap pro dan kontra terhadap program
TPBIS. Sikap kontra didasari oleh ketidakpercayaan terhadap keberhasilan
program TPBIS. Untuk meningkatkan komitmen dari para pelaksana
masih menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang hasilnya
disampaikan langsung kepada Gubernur.

Kinerja kebijakan: belum ada ukuran tingkat keberhasilan program TPBIS.
Keberhasilan baru dinilai dari masyarakat desa yang mau berusaha setelah

mengikuti program TPBIS.
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2. Strategi implementasi kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi
sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi: peningkatan komitmen
pimpinan, penyusunan regulasi yang dapat menjadi payung hukum
pelaksanaan TPBIS di daerah, pembentukan tim koordinasi untuk
mengintegrasikan program-program yang memiliki relevansi tujuan sama
dengan kebijakan TPBIS, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan

Rencana Aksi Daerah (RAD), serta evaluasi dan monitoring secara berkala.

B. Saran
Berdasarkan informasi yang diperoleh, untuk memperbaiki implementasi

kebijakan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, peneliti

menyarankan:

1. Pemerintah Pusat perlu mendorong dan memfasilitasi sinergi dan kolaborasi
lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi untuk
meningkatkan kecakapan hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

a. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) perlu terus mendorong dan memfasilitasi penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan untuk memayungi sinergi dan kolaborasi
lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi. Untuk hal
ini, Peta Jalan Pembudayaan Literasi yang telah dihasilkan pada Tahun
2021 sebagai wadah sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,
perlu dibuat payung hukumnya melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pengendalian (KSP) yang dilaksanakan Kemenko PMK.

b. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu menjalin kerjasama dengan
Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk menjamin keberlanjutan
program TPBIS. Peserta pelatihan TPBIS perlu difasilitasi dengan
pelatinan dan pendampingan dari program lainnya terutama terkait
pemasaran, kemasan, dan akses permodalan agar produk yang dihasilkan
sesuai dengan orientasi pasar. Perpusnas juga perlu terus melaksanakan

berbagai forum stakeholder meeting yang dinilai masih kurang, untuk
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memperoleh dukungan pelaksanaan TPBIS dari berbagai pemangku
kepentingan (Pemerintah Daerah, Parlemen, Swasta, Perguruan Tinggi,
Masyarakat, dan Media).

c. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu memastikan
SDG’s Desa, khususnya Tujuan ke-4: Pendidikan Desa Berkualitas dapat
terlaksana dengan baik. Pemanfaatan dana desa untuk pengembangan dan
operasionalisasi Perpustakaan Desa perlu terus dikawal. Kegiatan literasi
di tingkat desa, perlu didisinergikan dengan kegiatan-kegiatan lain yang
dilaksanakan di desa.

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
perlu memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah sebagai payung hukum
kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah tersebut perlu memuat Rencana Aksi
Daerah dan Tim Koordinasi Pelaksanaan TPBIS. Selain itu, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi maupun Kabupaten Kota perlu terus
melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya agar
pelaksanaan TPBIS dapat berjalan dengan baik.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TPBIS perlu dilaksanakan
secara berkelanjutan dan berjenjang, oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas terkait. Hal ini, untuk
memastikan tujuan program dapat tercapai dan kendala dalam pelaksanaan
dapat ditangani lebih dini.

4. Kepala Desa/Lurah perlu memastikan pelaksanaan program TPBIS di
wilayahnya berjalan dengan baik, sehingga memiliki dampak pada
peningkatan kecakapan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pola
komunikasi baik formal maupun informal perlu terus dijalin untuk
memudahkan pelaksanaan program dimaksud.

5. Masyarakat desa baik melalui kelompok maupun individu, serta para pegiat
literasi sebagai peserta dari program TPBIS diharapkan dapat lebih
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meningkatkan partisipasinya dalam mensukseskan kebijakan ini. Masyarakat
memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan program TPBIS.
Dengan mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakat maka para pembuat
kebijakan akan membuat program dan kegiatan yang diarahkan kepada
kebutuhan tersebut sehingga output dari kebijakan dapat sesuai dengan yang
diharapkan. Adanya kerjasama antara pemerintah dan partisipasi masyarakat
desa, selain dapat mengawasi program dapat berjalan mestinya juga
mendorong pemangku kepentingan untuk komitmen agar kebijakan TPBIS
tetap berkelanjutan.

Mengingat bahwa penelitian ini hanya memfokuskan pada pelaksanaan
implementasi kebijakan TPBIS di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya
Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,
maka bagi para peneliti selanjutnya agar menambahkan jumlah pengamatan
sampel di daerah lainnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih
komprehensif dan holistik. Selain itu, model implementasi kebijakan publik
lainnya juga dapat digunakan untuk melengkapi dan memperkaya hasil dari
penelitian ini. Hasil penelitian dalam karya ilmiah Tesis ini bukan bersifat
mutlak untuk kondisi pelaksanaan implementasi kebijakan TPBIS di Daerah
Istimewa Yogyakarta mengingat terbatasnya key informan sebanyak 11 orang.
Oleh sebab itu, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih merepresentasikan
kondisi riil pada penelitian selanjutnya, maka jumlah narasumber kunci yang
menjadi responden dalam penelitian perlu diperbanyak terutama dari
masyarakat penerima manfaat, sehingga setiap pemangku kepentingan di

daerah dapat terwakili.
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